LEMBARAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.25,2012

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan :

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi Unit
Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan, dipandang perlu mengubah Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja
Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009
TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009
tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pembangunan diubah sebagai berikut:
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1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah dan ditambah dua huruf baru yaitu
huruf e dan f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

“Pasal 3

UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan
pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai
sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.

Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke
waktu oleh Presiden, meliputi bidang:

a. Peningkatan kapasitas dan efektivitas sistem logistik
nasional;

b. Peningkatan efektivitas dan percepatan pelaksanaan
reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;

Perbaikan iklim usaha dan investasi;

d. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) strategis;

e. Peningkatan efektivitas penegakan hukum;

f. Perwujudan pertumbuhan ekonomi ber-kelanjutan dan
berkeadilan;

g. Bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.”

2. Ketentuan Pasal 4 huruf b, ¢ dan d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

“Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
UKP-PPP menyelenggarakan fungsi:

a.

membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi
dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian,
pelancaran, dan percepatan program pembangunan;

membantu Presiden dalam menetapkan unsur dan tata cara
pengendalian pelaksanaan program Pemerintah, pembenahan
sistem, pemantauan kemajuan, analisa kebijakan, dan
mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan
program;

menerima saran dan keluhan masyarakat serta melakukan
pemantauan, analisa dan tindak lanjut terkait pelaksanaan
program dan tugas Pemerintah dan membantu untuk
mengatasinya,;
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